BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR /9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR
SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi

Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Pajak
Daerah Yang Dibayar Sendiri Berdasarkan Perhitungan Oleh
Wajib Pajak (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018
Nomor 37) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
dan kebutuhan hukum saat ini, maka perlu ditinjau
kembali untuk diadakan perubahan;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 37
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Daerah
Yang Dibayar Sendiri Berdasarkan Perhitungan Oleh Wajib
Pajak.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161});
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan :

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah

Kabupaten Ngawi tahun 2010 Nomor 18);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2010
tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2010 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
tahun 2011 Nomor 24);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Ngawi tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2015 Nomor 05);

18. Peraturan Daerah  Kabupaten Ngawi Nomor 26
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
tahun 2017 Nomor 13);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 27 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
tahun 2011 Nomor 27);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi tahun 2011 Nomor 28);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2011
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2011
Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ngacwi Nomor S Tahun 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2018 Nomor 05);

22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pemungutan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri
Berdasarkan Perhitungan Oleh Wajib Pajak (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG
DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH
WAJIB PAJAK.



=

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pedoman Pemungutan Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri
Berdasarkan Perhitungan Oleh Wajib Pajak (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2018 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam hal :
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jual beli adalah harga transaksi;
tukar menukar adalah nilai pasar;
hibah adalah nilai pasar;
hibah wasiat adalah nilai pasar;
waris adalah nilai pasar;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah
nilai pasar;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
peralihan hal karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan
hak adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai
pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
peleburan usaha adalah nilai pasar;

. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang
tercantum dalam risalah lelang.

(8) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(@)

)

huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari
NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai
adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan
paling rendah sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
untuk setiap wajib pajak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun masa
pajak.

Dalam hal perolehan hak atas waris atau hibah wasiat yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami /istri, Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



2. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 51

(1) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada kas umum daerah,
sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan
STPD.

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan SSPD melalui aplikasi Sistem Informasi
Management Pelayanan Pajak Daerah yang dapat di akses pada
website www.silakan.ngawikab.go.id.

(3) Bentuk dan isi SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan SSPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI
dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Juni 202\

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 Jun 202

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENNGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR /9



